
 

 

 

 

 

BUPATI SRAGEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 96 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR  62 TAHUN 2021 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan  

Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan 

Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta 

untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang 

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme, perlu 

menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor  

62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah       

Kabupaten Sragen; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

38742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

SALINAN 



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);  

  8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR  

62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SRAGEN. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 

Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2021 Nomor 62) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen diubah 

sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan 

LHKPN adalah: 

1. Bupati; 

2. Wakil Bupati; 

3. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 

4. Pejabat Administrator; 

5. Pejabat Pengawas; 

6. Kepala UPTD Puskesmas; 

7. Pejabat Fungsional Auditor; 

8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan 

Pemerintah Daerah; dan 

9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

(1) Penyelenggara Negara yang sudah melaporkan harta 

kekayaannya akan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak 

LHKPN disampaikan. 

(2) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN 

belum lengkap, maka Komisi Pemberantasan Korupsi 

akan menyampaikan pemberitahuan kepada 

Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari 

LHKPN yang masih harus diperbaiki dan atau dilengkapi 

oleh Penyelenggara Negara dengan batas waktu 

penyampaian kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan. 

(3) Penyampaian pemberitahuan dan penagihan berkas 

kekuranglengkapan laporan LHKPN kepada Penyelenggara 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga 

disampaikan oleh Admin LHKPN Instansi. 

(4) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka LHKPN yang 

disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses 

lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum 

menyampaikan LHKPN. 

(5) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta 

kekayaan akan diberikan sanksi sebagai berikut: 

a. bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional 

mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang; dan 

b. bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya 

mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat. 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 

 

Ditetapkan di Sragen 

pada tanggal 28 November 2022 

BUPATI SRAGEN, 

 

ttd 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 28 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

        ttd 

 

HARGIYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 96 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 

 Kepala Bagian Hukum                   

                                            
 PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si 

Pembina TK I  

NIP. 19700822 199803 1007 

 

 


